BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan analisis dan pembahasan yang komprehensif mengenai pokok
permasalahan yang ditimbulkan dari adanya pertentangan dan inkonsistensi yang
muncul dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang
Pengampunan Pajak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penulis akan
memberikan kesimpulan dengan menyusun dalam 2 poin besar sesuai dengan

identifikasi masalah.

1. Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan sepanjang penulisan hukum ini, dapat
disimpulkan bahwa baik itu UU TA maupun UU PPTPPU dibentuk atas dasar yang
matang dan tentunya diperuntukkan demi menjaga keseimbangan kehidupan
masyarakat Indonesia. UU TA dibentuk demi memompa pendapatan negara dari
bidang pajak yang sesuai dengan perencanaan dan alokasi kebutuhan APBN masa
itu. Selain itu, penerapan pengampunan pajak juga ditujukan untuk keuntungan
jangka panjang yakni, ditumbuhkannya kembali kesadaran dan kejujuran

masyarakat dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.

Pada sisi yang lain, sebagaimana yang diungkapkan dalam penulisan hukum ini,
tindak pidana pencucian uang merupakan sebuah tindak pidana yang lazimnya
merupakan tindak pidana lanjutan dari berbagai tindak pidana lain demi
mengaburkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan tersebut sehingga
hasil tindak pidana dapat dinikmati oleh pelakunya. Salah satu fakta yang tak dapat
dipungkiri pula adalah situasi dan kondisi negara Indonesia yang sebenarnya dapat
dikatakan darurat atas maraknya tindak pidana korupsi yang menjamur pada
kalangan elite dan tidak sedikit yang memilih untuk melakukan pencucian uang atas

hasil tindak pidananya. Alhasil, di Indonesia nilai yang terlibat dalam tindak pidana
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pencucian uang mencapai angka yang cukup fantastis sehingga, niscaya pemerintah
pun tak boleh tinggal diam dalam melakukan upaya penanganan masalah ini,
mengingat dampak dari tindak pidana ini juga sangat membahayakan stabilitas

ekonomi secara nasional.

Terlepas dari urgensi masing-masing undang- undang, diterbitkannya UU TA
sebagai undang-undang yang lebih baru dari pada UU PPTPPU, telah menimbulkan
adanya inkonsistensi atau pertentangan. Perbenturan dari kedua undang-undang

tersebut akan penulis simpulkan dalam dua kelompok sebagai berikut.

AD.1 Pertentangan antara ketentuan di dalam UU TA

Pertentangan ini ditemukan antara Pasal 1 ayat 1 dengan ketentuan yang diatur pada
Pasal 20. Pada dasarnya, Pasal 1 ayat 1 mengatur bahwa sanksi yang dapat
diampuni melalui UU TA ini hanyalah sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam
bidang perpajakan. Ketentuan pada Pasal 1 ayat 1 ini juga diperkuat dengan
ketentuan pada Pasal 11 ayat 2 dan ayat 3 yang juga mengatur bahwa wajib pajak
yang telah menerima tanda terima partisipasi amnesti pajak akan dihindarkan dari
pengusutan tindak pidana pada bidang perpajakan. Berbeda dengan ketentuan yang
diatur pada Pasal 20 dan dijelaskan lebih lanjut pada bagian penjelasan undang-
undang, terkait kerahasiaan data informasi amnesti pajak bukan hanya tidak dapat
dijadikan dasar pemidanaan tindak pidana pada bidang perpajakan saja, melainkan
tindak pidana secara umum. Oleh karena hal ini, penulis menemukan adanya
perbedaan ruang lingkup amnesti dalam UU TA sendiri yakni antara peniadaan
pidana yang hanya bersifat limitatif pada lingkup tindak pidana bidang perpajakan

atau peniadaan pidana yang sifatnya ekstensif hingga bidang pidana yang lain.

AD.2 Pertentangan antara ketentuan pada UU TA dan UU PPTPPU
Berdasarkan pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa pasal pada UU TA dan
UU PPTPPU yang keberadaannya saling bertentangan dan melemahkan satu dan

lainnya.
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Pertentangan yang pertama dapat ditemui antara Pasal 1 ayat 1 UU TA dan Pasal 2
ayat 1 huruf v UU PPTPPU. Pertentangan ini muncul pada hakikatnya karena
berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU TA, dikatakan bahwa melalui program amnesti pajak
wajib pajak dibebaskan dari pengenaan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi
pidana pada bidang perpajakan. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan pada
Pasal 2 ayat 1 huruf v UU PPTPPU yang mengatur secara spesifik bahwa hasil dari
tindak pidana pada bidang perpajakan adalah termasuk dalam hasil tindak pidana
yang melalui UU PPTPPU dapat dilakukan pencucian uang. Dengan demikian
terlihat jelas bahwa keberlakuan Pasal 1 ayat 1 UU TA sudah bertentangan dengan
apa yang diatur pada Pasal 2 ayat 1 huruf v UU PPTPPU.

Pertentangan berikutnya ditemui antara Pasal 20 dan 21 ayat 3 UU TA yang secara
langsung bertentangan dengan Pasal 40 dan 41 ayat 1 huruf a UU PPTPPU. Pada
Pasal 20 dan Pasal 21 ayat 3 UU TA yang mengatur mengenai kerahasiaan dalam
program amnesti pajak, diatur bahwa pada dasarnya data dan informasi yang
diperoleh dalam program amnesti pajak oleh UU TA bersifat tertutup dan rahasia
terbatas pada Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan. Atas
kerahasiaan tersebut, data dan informasi yang diperoleh tidak dapat dilakukan dasar
penyelidikan, penyidikan dan penuntutan secara pidana walaupun dibolehkan oleh
peraturan perundang-undangan lainnya kecuali atas permintaan wajib pajak sendiri.
Ketentuan pada kedua pasal yang saling memperkuat ini sangat bertentangan
dengan kewenangan PPATK yang diatur dalam UU PPTPPU khususnya pada Pasal
40 dan Pasal 41 ayat 1 huruf a UU PPTPPU. Dalam melaksanakan fungsi mencegah
dan memberantas tindak pidana pencucian uang, PPATK diberikan kewenangan
untuk mengelola data dan informasi serta melakukan analisis terhadap transaksi
keuangan yang berindikasi adanya tindakan pencucian uang. Fungsi ini diperkuat
dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf a yang mengatur bahwa PPATK diberi
wewenang untuk meminta langsung data dan informasi kepada instansi
pemerintahan maupun pihak swasta dalam kepentingan pengelolaan data. Dalam
penjelasan undang-undang Pasal 41 ayat 1 huruf a, dijelaskan pula bahwa instansi

pemerintahan yang dimaksud meliputi Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian
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jelaslah pertentangan antara ketentuan kerahasiaan data dan informasi pada Pasal
20 dan Pasal 21 ayat 3 UU TA dengan ketentuan kewenangan PPATK yang diatur
dalam Pasal 40 dan Pasal 41 ayat 1 huruf a UU PPTPPU.

2. Dalam pertentangan ketentuan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis
menyimpulkan pula bahwa dalam penerapannya sebagai hukum positif, UU TA
dimungkinkan untuk menjadi salah satu sarana tindak pidana pencucian uang yang
diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PPTPPU. Hal ini diacu dari prosedur dan
fasilitas bagi wajib pajak yang hanya perlu membayar sejumlah uang tebusan dan
mengungkap hartanya tanpa akan dilakukan penyelidikan, penyidikan atau bahkan
penuntutan terkait asal- usul harta yang diungkap tersebut. Prosedur ini ditambah
dengan adanya ketentuan kerahasiaan data informasi yang rahasia bahkan
membatasi ruang gerak dari PPATK dalam mengolah data informasi menyebabkan
adanya kemungkinan bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang untuk
menjadikan program amnesti pajak ini sebagai sebuah saran untuk melakukan tahap
integration. Diketahui tahap integration adalah tahap terakhir pada rangkaian
kegiatan pencucian uang karena setelah mengikuti program amnesti pajak, harta
kekayaan pelaku yang berasal dari hasil tindak pidana dianggap menjadi harta yang
bersih dan tidak akan dilakukan pengusutan terhadapnya, sehingga setelah
mengikuti program amnesti pajak pelaku dapat secara bebas menikmati hasil tindak

pidana yang telah berhasil dicucinya.

Adapun terdapat kemungkinan UU TA sebagai sarana pencucian uang, dalam hal
ini penulis hendak menggaris bawahi bahwa ketentuan pada UU PPTPPU beserta
dengan kewenangan PPATK di dalamnya sebenarnya tetap dapat diterapkan. Hal
tersebut adalah dalam arti penegak hukum tetap dapat melakukan penyelidikan,
penyidikan dan penuntutan sesuai dengan UU PPTPPU dan Kitab Hukum Acara
Pidana (KUHAP) yang berlaku terhadap pihak yang dicurigai telah atau sedang
melakukan tindak pidana pencucian uang, hanya saja data dan informasi yang
digunakan untuk melakukan hal tersebut tidak berasal dari data dan informasi yang

diperoleh dalam program amnesti pajak pada UU TA.
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5.2 Saran

Atas dasar hasil penulisan hukum yang telah disusun oleh penulis, akhir kata
penulis hendak memberikan beberapa saran terkait permasalahan yang telah
dibahas. Sesuai dengan alasan pengkajian yaitu sebagai referensi akademik apabila
pemerintah dalam masa yang akan datang hendak mengambil kebijakan
pengampunan pajak lagi, maka penulis akan menujukan saran pada 2 pihak sebagai

berikut,

Bagi Penegak Hukum:

Terlepas adanya pandangan bahwa keberlakuan kebijakan amnesti pajak yang
dinilai memangkas dan membatasi ruang gerak penegak hukum terutama penegak
hukum pada bidang pidana, perlu diingat bahwa penegakan hukum terhadap tindak
pidana pencucian uang tetap dapat dilakukan dengan dasar UU PPTPPU dan
KUHAP. Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian

uang harus tetap dilaksanakan secara maksimal dan efisien.

Bagi Direktorat Jenderal Pajak:

Mengingat besarnya jumlah wajib pajak, beserta hartanya dan terbatasnya pihak
penyelenggara dari Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal melakukan kebijakan
serupa dikemudian hari, Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan peningkatan
kapasitas institusi yang berupa institutional framework agar penyelenggaraan dari
kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan sistematis.

Saran berikut yang dapat penulis ajukan pada Direktorat Jenderal Pajak adalah
bahwa setelah dilakukannya kebijakan amnesti pajak, penulis menilai bahwa perlu
dilakukan semacam integrasi pendataan antara data pada bidang perpajakan dan
data pada bidang perbankan, hal ini penulis rasa perlu untuk dilakukan agar dapat
mengurangi potensi adanya penghindaran pajak yang dilakukan lagi oleh wajib
pajak dan demi mengurangi adanya potensi kebijakan amnesti pajak digunakan

sebagai sarana tindak pidana pencucian uang.
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